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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan perwakafan tanah Hak Milik di Kota Yogyakarta telah 

sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria Dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Dalam perolehan hak milik atas tanah 

para wakif merupakan tanah warisan. Untuk melakukan wakaf tanah hak 

milik, calon Wakif bersama calon Nazhir datang langsung ke hadapan 

PPAIW untuk membuat Ikrar Wakaf dengan membawa sertipikat atas tanah 

Hak Milik, pernyataan wakaf yang bermaterai, dan persetujuan dari para 

ahli waris bahwa tanah tersebut akan diwakafkan. Setelah mendapatkan 

Akta Ikrar Wakaf dari PPAIW Hak Milik atas tanah Wakif tersebut hapus. 



 

 

 

60 
 

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Kantor 

Pertanahan. 

B. Saran 

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebaiknya memiliki peraturan 

mengenai waktu yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran tanah wakaf 

hingga terbit sertipikat tanah wakaf dan membuat papan pengumuman 

mengenai syarat dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah 

wakaf di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. 
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